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Abstrak
 

<div style="text-align: justify;">Di Provinsi Jambi dibeberapa Kabupaten/Kota malaria masih merupakan

permasalahan kronis. Di Kota Jambi angka AMT tahun 2004-2006 masib diatas toleransi Nasional dan

pencapaian clan indikator SPM masih dibawah target. Program pemberantasan malaria mernpakan salah

satu pelayanan esensiai yang dalam pelaksanaanya hams disubsidi (sebagian atau seluruhnya) oleh

pemerintah. Denga.n adanya otonoun daerah anggaran bidang kesehatan masingmasing daerah sangat

tergantung pada komitmen Pemerintah Daerah, kecuali dilakukan advokasi yang efektif dengan didasarkan

pada informasi keuangan yang akurat. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi peta

pembiayaan yang bersumber dari pemerintah yang dialokaslkan untuk program pemberantasan malaria

Tabun Anggaran 2004-2006 berdasarkan sumber, alokasi pemanfaatanrrya dan komitmen pejabat terkait

Berta resource gap antara perhitungan estimasi kebutuhan program berdasarkan costing KW-SPM dengan

ketersediaan dana. Ruang lingkup penelitian adalah pembiayaan program pemberantasan malaria yang

bersumber pemerintah di Dinas Kesehatan Kota Jambi tahun 2004-2006. Data yang digunakan adalah data

primer dan sekunder. Data primer diperoleh meialui wawancara mendalam dengan pejabat terkait,

sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen keuangan. Hasil analisis pembiayaan program

pemberantasan malaria diperoleh gambaran bahwa pembiayaan program pemberantasan malaria tahun

2004-2006 semakin meningkat dari Rp 41,6 juta - Rp.I4,8 miliar (Program Kelambunisasi). Total

pembiayaan diluar program kelambunisasi lzanya nark dan Rp. 41,6 juta menjadi Rp 214,8 juta. Pembiayaan

yang bersumber dari APBD Kota meningkat, sedangkan pembiayaan yang bersumber APBD Provinsi tidak

ada, pembiayaan bersumber APBN mulai ada di th 2005. Sementara pada tahun 2006 pembiayaan yang

terbesar dari BLNIHibah yang mencapai 14,8 miliar hal ini karena adanya program kelambunisasi.

Berdasarkan eleman kegiatan hampir setiap tahun alokasi terbesar untuk kegiatan freedmen yang sebagian

besar berupa obat. Berdasarkan fumgsi program hampir setiap tahun alokasi untuk kuraiif yang sebagian

besar berupa obat, sedangkan kegiatan preventif pada tahun 2006 mempunyai alokasi terbesar karena

adanya program kelambunisasi. Berdasarkan mata anggaran hampir setiap tahun belanja operasional obat

yang terbesar sedangkan belanja perjalanan mendapat alokasi yang terendah. Tabun 2006 belanja investasi

mempunyai alokasi terbesar_ Berdasarkan perhihmgan esfimasi KW-SPM malaria dan ketersediaan alokasi

dana di tahun 2006 terdapat resource gap sebesar 46% atau Rp.253.885.035, Jika di luar perhitungan gaji

personil program kesenjangannya sebesar 33,3% atau Rp.312.872.831. Dari basil wawancara mendalam

dengan pejabat terkait diperoleh gambaran bahwa sektor kesehatan merupakan salah satu prioritas

pembangunan di Kota Jambi. Demikian pula dengan permasalahan malaria merupakan permasalahan

kesehatan yang perlu mendapat perhatian dan penanganan yang tepat. Pemeriatah daerah perlu

meningkatkan alokasi anggaran program pemberantasan malaria sesuai kebutuhan program dengan

melakukan mobilisasi dana dari berbagai somber dengan mempertimbangkan kemampuan APBD Kota. Hal

ini perlu ditunjang dengan upaya advokasi yang lebih efektif dari Dinas Kesehatan Kota Jambi serta
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melakukan koordinasi pada sektor-sektor yang terkait didalam program pemberantasan malaria. Dalam

penyusunan anggaran program pemberantasan malaria perlu memperhatikan kebijakan dari gerakan Gebrak

Malaria serta memperhatikan kesenambungan anggaran.</div><hr /><div style="text-align:

justify;">Malaria is a chronic problem in same district micifalities in province of Jambi. ANII rate is above

national tolerance and SPM indicator is under target at period of 2004-2006. Malaria eradication program is

one of essential service which must be subsided by government (a half or all of them) on implementation.

The presence of district autonomy of health budget for each district is depend on district government

commitment, except if it has been done an effective advocation based on an accurate financial information.

This study purpose is getting information about financial planning based on government which allocated for

Malaria eradication program at period of 2004-2006 based on source, used allocation and commitment from

authority government and resource gap between estimated calculation of program need based on KW-SPM

costing of fund. This study covered cost of Malaria eradication program of government funding District

Health Office of Jambi at period of 2004-2006. This study used primary and secondary data. Primary data

was collected from in-depth interview with stakeholder and secondary data was collected from financial

document. From the cost analysis of Malaria eradication program was obtained an illustration that cost

analysis of Malaria eradication program at period of 2004-2006 went up from 41,6 million rupiahs until 14,8

billion rupiahs because kelambunisasi program. Total cost out of Kelambunisasi program went up from 41,6

billion rupiahs until 214,8 billion rupiahs. There is not fend from Province budget, with contribution from

central government begins in 2005. While the biggest cost of BLN/donation is 14,8 billion because of

Kelambunisasi program. Based on activity element, the biggest allocation for treatment activity every year is

medicine. According to program function., the biggest allocation for curative every year is medicine, white

preventive activity in 2006 has a big allocation because of Kelambunisasi program. Based on budget,

operational cost of medicine gets the biggest allocation, while traveling purchase of medicine gets the lowest

allocation every year. Investation cost gets the biggest allocation in 2006. Based on KW-SPM Malaria

estimation calculated and fund allocation in 2006 got 46% resource gap or 254 million rupiahs. Out of

calculation of program personal salary, the different is 33,3% or 313 million rupiahs. From in-depth

interview result with stakeholder got art illustration that health sector is one of development priority in

Jambi Problem of Malaria also need right handling and more attention. It was suggested to district

government to improve an estimated allocation of Malaria eradication program based on program need by

mobilizing funds from various sources considering district capacity of budget. It is important to give support

by advocation effort effectively from District Health Office of Jambi and coordination with other sectors on

Malaria eradication program. It is important to give attention of policy from Gebrak Malaria movement and

giving more attention of fund sustainability on fund arrangement of Malaria eradication program.</div>


